
7. Undang ...

1. Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006
Nomor 62, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4633);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tabun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerab Kota Langsa Tahun 2023-
2026;

a. babwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tabun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaaan
Pembangunan Daerah, bagi Daerab dengan masa jabatan
Kepala Daerab berakhir tabun 2022, Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tabun 2023-2026 ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerab;
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15. Peraturan ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2019 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



4. Perangkat ...

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. WaIikota adalah Walikota Langsa.

Pasa11

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKATDAERAHKOTALANGSATAHUN2023 - 2026.

MEMUTUSKAN:

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
ten tang Percepatan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Aceh Tahun 2012 Nomor 9);

20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun
2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 ten tang
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

22. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);

23. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayab Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran
Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota
Langsa Nomor 429);

24. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun
2017-2022 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 719);

25. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026
(Lembaran Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor
981);



Pasa15 ...

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh PD di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah.

Pasal4

BIDANGBABVII

BABIV
BABV
BABIV

BABIII

PERANGKATPELAYANAN

(1) Sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan ayat (2)disusun sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
BABII GAMBARAN

DAERAH
PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKATDAERAH
TUJUANDANSASARAN
STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN
RENCANAPROGRAMDANKEGIATANSERTA
PENDANAAN
~NERJA PENYELENGGARAAN
URUSAN

BABVIII : PENUTUP
(2) Sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal3

(1) Renstra PD merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-
2026.

(2) Renstra PD memuat permasalahan dan isu strategis
pembangunan Daerah serta menentukan strategi dan arah
kebijakan.

Pasal2

BABII
RENSTRAPD

4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan
daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Langsa.

5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa yang selanjutnya
disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota
Langsa yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan dan program Daerah untuk 4 (empat) tahun,
terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut
Renstra PD adalah dokumen perencanaan bagi seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu)
tahun.



Agar ...

Peraturan Wali Kota mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal 9

BABV
KETENTUANPENUTUP

(1) Renstra PD dalam pelaksanaannya bila diperlukan dapat
dilakukan perubahan sesuai dengan Rencana Pembangunan
Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

(2) Dokumen Renstra PD yang telah disusun dan ditetapkan
sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sampai
dengan tahun 2022.

(3) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Renstra PD Tahun 2017-2022 tetap menjadi pedoman
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai tahun
2022.

Pasal8

BABIV
KETENTUANLAIN-LAIN

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan pembagunan Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
a. kebijakan perencanaan kerja Perangkat Daerah; dan
b. pelaksanaan Renstra PD.

Pasal 7

BABIII
PENGENDALIANDANEVALUASI

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas
pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Walikota ini, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan
penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan
dan penerimaan Daerah sesuai dengan kebijakan umum dan
program prioritas pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Pasal6

Kepala Bappeda Kota Langsa sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran
pelaksanaan Renstra PD.

Pasa15



BERITADAERAHKOTALANGSATAHUN2022 NOMOR991
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KOTALANGSA,~ SEKRETARISDA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 Juni 2022 M

19 Dzulqaidah 1443 H

~A-WALIKOTA LANGSA, t
~~-~~~----~,-------
c\-uSMANABDULLAH

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 Juni 2022 M

19 Dzulqaidah 1443 H

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Langsa.


